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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis bab-bab terdahulu penulis dapat menarik

kesimpulan antara lain :

1. Implementasi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di

Lingkungan Pemerintah Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan sebagian tugas asisten administrasi umum dalam

perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, penglolaan, fasilitasi, evaluasi dan

pelaporan kegiataan di bidang umum.

b. Dalam penerapan peraturan bupati Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas justru tidak

ditemui kendala, karna peraturan tersebut memuat standar

operasional (SOP) dalam menjalankanperjalanan dinas.

2. Kendala – kendala yang di hadapi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir

Selatan dalam penerapan peratutan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2

Tahun 2020 tentang sistem dan prosedur Pelaksanaan Perjalanan dinas di

lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai

berikut :

A. Beberapa kendala yang timbul dari luar antara lain :

a). kerusakan alat transportasi

b). terputus nya akses perjalanan
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B. Beberapa kendala yang timbul dari dalam antara lain :

a). uang harian

b). biaya transport

c). biaya penginapan

3. Upaya – upaya yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir

Selatan dalam mengatasi kendala dalam penerapan peraturan Bupati

Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 di lingkungan Pesisir Selatan ?

a. Pengantian riil biaya moda transportasi darat, dan laut atau udara

untuk pergerakan fisik antar daerah di hitung dari tempat atau lokasi

tujuan.

b. Uang harian di bayarkan secara lumpsun dan secara sekaligus.

B. Saran

1. Agar Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih meningkatkan kinerja nya dalam

mengatasi Kendala – kendala yang timbul seperti ada kejadian alam yang

membuat sistem dan prosedur menjadi terkendala semisal longsor, banjir,

dan lainya.

2. Agar Kabupaten Pesisir Selatan menimbang kembali agar pelaksanaan

perjalanan dinas Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan lebih efisien maka

di pandang untuk meningkatkan sistem dan prosedur perjalanan dinas di

Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Pemerintah daerah lebih banyak sharing dan melihat bagaimana cara agar

pengimplementasian Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020
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